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BAWASLU PPU TEMUKAN KETIDAKSESUAIAN DATA
DALAM PENGAWASAN COKTAS SERENTAK 2025

Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)
melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan
Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas)
Serentak Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh
KPU Kabupaten Penajam Paser Utara pada 9-10
September 2025. Pengawasan dilakukan di
sejumlah desa dan kelurahan pada empat
kecamatan di wilayah Kabupaten Penajam Paser
Utara.

RELEASE DATE
11 SEPTEMBER 2025

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari
tahapan pemutakhiran data pemilih guna
memastikan keakuratan dan validitas daftar
pemilih menjelang penyelenggaraan pemilu
berikutnya. Tim Bawaslu melakukan pengawasan
langsung dengan meninjau pelaksanaan Coktas di
kantor desa/kelurahan serta mendatangi rumah
warga yang menjadi sampel data.

Dari 69 data sampel yang ditetapkan oleh KPU, Bawaslu mengawasi secara langsung 20 sampel warga.
Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan beberapa ketidaksesuaian data, antara lain:

NIK tidak aktif, namun data ternyata valid
19%

Meninggal, Faktualnya masih hidup
38.1%

Pemilih tidak ditemukan, namun punya data identitas sah
9.5%

Salah Input NIK
48%

Data Ganda, NIK Valid Data Terhapus, NIK Aktif
19% 95%
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Bahwa hasil pengawasan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu memastikan tidak ada warga yang
kehilangan hak pilih akibat kesalahan administrasi atau data kependudukan. Temuan ini menunjukkan
pentingnya pengawasan berlapis agar setiap warga negara benar-benar tercatat dengan benar dalam
daftar pemilih. Data pemilih yang akurat adalah fondasi demokrasi yang berkualitas.

Lebih lanjut, Bawaslu PPU juga akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten
Penajam Paser Utara agar proses pemutakhiran data berikutnya dapat dilakukan lebih cermat,
transparan, dan sesuai prinsip akuntabilitas serta keterbukaan informasi.

Melalui kegiatan pengawasan ini, Bawaslu berharap sinergi antara penyelenggara pemilu dan
pengawas di tingkat kabupaten hingga desa dapat terus diperkuat, sehingga hak pilih masyarakat
dapat terlindungi sepenuhnya dalam setiap tahapan pemilu.




